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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAi'I WALIKO'!'A!;ALEMBANG 

NOMOR 1-1 TAHUN2010 

TENTAN() 

RUM.AH SUSUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN VAKG MAHA ESA 

W ALIKOTA PALEMDANG, 

11. bahwn dalam rdllgka pcmcra1aan pemcouban keburuhan perwnnhan serta guna 
peningluuan dayaguna dan basilgWlll tanah bagi pembangunan_ perumohan 
m:mpun bangunan lnin sebagai penunjang kehidupan masyarakat, maka perlu 
meugalur ketentuan pembangunan pcnunohan maupun bangunnn lain dimnlcsud 
dengan sistcm lebih dari saru lantai, yang dibag_i atas bagian-bagian yang duniliki 
bcrsamn yang merupakan sahian-satuan yang masing-masiog dapat dimilild dan 
digunakan secara terpisah 1eruU11T1a unruk tcmpal huniaq, dengan mempcrhatikan 
faktor sosio.1 budaya yang hidup dalam masyarakal ; 

b. bahwa dalam upaya mcwujudkan ketcrtiban kchidupan di linglrnngan rum:ih 
susun serta gunn lcbih menjan1i11 kcpastian huk,im bagi penyelcnggara 
pembangunan dwi po.m pcnghuni dalam hal pemilikan satttan rumuh ~usun, 
peuggunaon bagian bersamo, bcnda be= dan tanah bersruna, dengan 
menerbitkan Pcraluran Walikota Palembang sambil menunggu ditetupkannya 
Pcraturon Daerall ; 

c. bahwa bcrdasarkan penimbangan sebaga.imona dimaksud pada hurul' u dun b. Jan 
untuk mcre.alisasi kcwenangan Pemerintoh Kota Palembang okan uspck-nspek 
pembangunan dan pengaturnunya., perlu menelopkau l'crntumn W111iko10 
Palembang tentang Rumah Susun. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukau D11ernh 'li n11,kul II 
dan Kolllpmjn di Sumatcra Selatan (l embaran Negara RI Tahun 1959 No111ur TJ. 
Tambahan L<:mbaran Negara Rl Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Komor 5 Tohun 1960 1c111ang J'er,lluran Dnsar l'ukok-1K1!-uk 
Agmria (Lembanm Negara Rl Tah1111 1960 Nomor 104, Tambahun l.cmhumu 
Negara R1 Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara l'ida11u {Lenibamn 
Negar.i Rl Tohun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negnro Nomor 320!1); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tal111n 1985 tent.rulg Rumah Susun (1.cmbar.m Ncguru 
RI Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 3318}; 

5. Undang-Undnng Nomor 4 Tahun 1992 tcntang Pcrumahan dan Pc111ukimu11 
(Lembaran I egara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan .Lembamn Negara RI 
Nomor 3469); 

6. Undang,/Undung Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsun11;11 
(Lembnron Negara lU Tahun 1999 Nornor 42, Tnmbahan Lembaran Negara R1 
Nomor 3821); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 1entang Bnngunan Gcdl!llg (Lembaran 
Negara R1 Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembarao. Negara R1 
Nomor 4293); 
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8. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembcnlukan Per:uuran 
Perurulang-undangan (Lcmbaran Negara RJ Tahw1 2004 Nomor 53, TambahWJ 
Lembnran Negar.1 RI Nomor 4389); 

9. Undang - llndaug Nomor 32 Tahun 2004 tentru1g Pemcrintahan Oaerah 
(Lcmbaran Negw-d RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437) scbai;:aimana lelnh diubah beberopa kaJj 1~ dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Taboo 2008 tenlBDg Pcrubahan Undang - Undang 
Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pcmerintaban Dacrah (Lcmooran Negara R1 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambaban Lembntan Negara RT Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 teotang Perimbangon Kcuangan 1\ntara 
Pcmerintah Pusat dan Pemerintahao Daerah (Lembaran Negara RI Tabwi 2004 
Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139}; 

11. Undang-Uodang Nomor 26 Tahun 2007 tentaog Pcnaman Rwmg (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tamb:i.han Lembaran Negara Rl Nomor 4725); 

12. Undang•Undang Nomor 32 Tohun 2009 tentnng J>crliudungan dan Pcngelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negnm RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaruo Negara RI Nomor 5059); 

13. Penituran PemerinlDh Nomor 10 Tohun 1961 tentang PcndafW'Oll Tanah 
(Lembaran Negara RI Tahwl 1961 Nomor 28, Truubaban Lembamn N1:gara RI 
Nomor 2171); 

14. Peraturnn Pcmerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentaug Rumnh Susun (l.embaran 
Negara RI Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembomn Negara RI Nomor 3372); 

15. Peraturon Pcn1erlntah Nnmor 51 T uhun 1993 tcnLilng A11alisis Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 42, Tambahan Lembamn 
Negara Nomor 3373); 

16. PcratW'llll Pemerintnh Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pcngendnlinn dan 
Evaluasl Pelaksanaan Rencana Pembanguniln (Lcmbar.m Negara Rl Tuhun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663); 

17. Peraturan Pemerint.ah Nomor 40 Tahun 2006 tcnumg Tai.a Cam Pcuyusunan 
Rencnna Pcml,langunan Nasiorud (Lembaran Negara RI 'rahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaron Negara R1 Nomor 4664); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lelllMg Pcmbogiw1 Urusan 
Pemerintahan J\ntora Pemcrin!ah, Pemerintaban Daer.ill Provi11~i, Jon 
Pemcrintahan Daerah Kabup111cn/Ko1a (Lembaron Negora Rl T11hu11 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembamn Negara No1nor 4737 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tohun 2008 tcntang Rcnctm.a TUlll Ruung 
\Vilayab Nasional (Lcmbaran Ne&ara RI Tahu.n2008 Nomor 48); 

20. Peratumn Menteri l)alam Negeri Nomor 3 Tohun 19.92 tcntang 1>l!dm11u11 
Penyusunan Rumah Susun ; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/ l992 tcntang l1crsyumwn 
Teknis Pcmban.gunnn Rumah Susun; 

22. Peraturan Menteri Pckerjoan Umum Nomor 0S/l'RT/2007 tcntang Pet.l1J1111111 Tcknis 
Pembanguuan Runuih Susun Sederb.ana Derlantai Bnnyak ; 

23. Peraruran Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Kctcntrnmun 
dan Ketcrtiban (Lcmbaran D.:ieroh Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) 
sebagoimana telah diubah dengan Pcraturan Daeruh Kola Palcrnbw1g Nomor I .l 
TahWl 2007 tentang Ke1entroman cl.an Ketenibnn (Lemb11ran Ducml, 'Kula 
Palembang Tahuu 2007 Nomor 13); 

24. Peraturan Daerah Koui Palcmbnng Nomor 15 Tahun 2004 tenlMg PcmbinMn <11111 

Pcdomru1 Op.:rasional P1myidik Pcgawui Negcri SipiJ (Lembaran Oaerah Kotu 
Palembang Tahun 2004 Nomor 3 I); 

25. Peraruran Daeroh Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tcnlaJ.lg Urusau 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembamn Oaerah Kota Palemban_g Tahun 2008 
Nomor 6); 

26. Peratwan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tenlllllg Pembcntukon, 
Susunan Organisasi den Toin Kerja Diuas Dacrah Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9). 
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MEJ\WTUSKAN : 

PERATURANWALJKOTA PALEMBANGTENTANG RUMAII SUSUN. 

BA.DI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pemturnn ini yang dimnksud dengan : 

I. Daer;ih ndolah Kota Pnlembang. 
2. Pemerinlllh Kota adalah Pcmerintah Kolo Polombang. 
3. Walikota adalah Walikota Pulembang. 
4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karyn dan Perumnhan adalah Oinas 

Pekerjaan Umum Cipta Kllrya dim Penuuahan Koui Palembang. 
5. Oinas Tata Kalli adalah Din11.~ Tata Kola Kota Palembang. 
6. Penyclenggara Pembangunan Rumah Susun odnloh Sadan Usnho Mjlik 

Nc&ar.1 ot.nu Dacrah, Koperasi dan Bodan Usaha Milik Swasta yong 
bergemk dalam bidnng ltu scrta swadnya masyamkat. 

7. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan. yang tcrbagi d.alam bagian-bagion yang distrw..'tUCkan 
sccar-,1 fungsional dalWJl omh horiz-Ontal maupun w rtikal don merupakan 
saruau-s11luan yang masing-masing dnpat dimiliki dOJl digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tcmpat hunian yang dilengkapi denr,an bagian 
bersama, benda bersama dan tanah bcrsama. 

8. Rumah Susun Huninn adalah rumoh susun yang seluruhnya berfungsi 
sebagai tempat tinggal. 

9. RWllah Susun Bukau Hunian adnlnh rumah susun yang so.:luruhnyo 
berfungsi scbagai tempat usaha dan/a1au kegiatan sosial. 

10. Rumah Susun Campuran ada1nh rumah susun yang scbagian berfungsi 
sebagai Rumah Susun Huoian dan Rumah Susun Bukan I lunian. 

I 1. Ak:ta Pcmisahan adaluh landa bukti pcmisahau rumoh susuo atas satWll\• 
saluan rwnah. sw;un, bsgian bersam.i, bcnda bcrsama dan tannh bersama 
dengan pcrtclaan yang jclas dalam benLuk gambar, uraiao dan bolas­
batasnya dnlrun arah vcrtikal dan horizontal yang mengandunl!, nilai 
perbanilingan proposional. 

12. Saruan Rumal1 Susun adalah rumah susun yang Luj lllln peruntukan uuxmonya 
d.igunakan secara tcrpisoh sebagai tempat huni.an, yang mcmpunyai sarana 
penghubung ke jatan umwn. 

13. Lingkungan odaloh scbidang tanah dengan bat:is-ba1os yll!'lg jclus yang 
diatasnya dibangun rumah susun tcrmasuk prasarana dan fasilitnsnyu, yang 
secara keseluruhan mcrupakan kesalWll\ 1empat pemukiman. 

14. Bagian Bcrsama adalah bngian rumah susun yang dimiliki sccurn Lidak 
terpisah untuk pomakaian bersrunu dnlllln kcS1Uunn fungsi deni;,111 satuun 
rumah susun. 

15. Benda 8eTS8DUI adalah bcnda yang bukan merupakan bagian mmoh susun 
telapi yang dimiliki bcrsama Secanl lidak lcrpi$11h untuk p,:111nl.11i11n 
bcrsarua. 

16. Tanab Dcrswno odnlnh sebidang tannh yang digunukw1 ata:. dus11r huk 
bcrsama secara tidak lerpisahkan yang dintasnyo bcrdiri rumah susun dun 
<litet.apknn batosannya dalom persyorau111 Li.in Mendiriknn Bnngunan. 

17. Pertclaan adalalt peajdasan lentang urninn, gambor dan baUIS scc11ru j chL~ 
bail; vcrtikal maupun horizontal dari masing-masing :wwan n1111uh suM111 
bagian bersama, bendo bersoma don 1nnah bcrsama bcscna uruiun nilui 
pcrbandingiu1 prOjl()Sionalnya. 

18. Pemilik odalah perorongan ruau badan hukum yang memiliki sa1um1 runmh 
susun yang memcnuhi syar-,11 sebagai pemegang hok oms Lmmh scsuui 
dengan perarumn pcrundang-undangan yang bcrlaku. 
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19. Penghuni adalah pemilik ouiu pcnyewa dnn OUiu peoy(wa beli atau 
pcngontrak atau badan sccara oyata menempati ~11tuan rumoh susun s.:suai 
dengun proscdur dan perarumn pcruudang-undnngan yang bcrlaku. 

20. Perhimpunan Peng.hun1 adlllah perhimpunau yung ooggouwya tcrdiri dari 
para penghuni rumah susun. 

21. Badnn pengelola adalah badnn yang bcrtugas untuk mcngelola rumnh susun. 
22. Persynratau Teknis adalah persyarotan mcngcnai kctcntuao plnnologis 

struktur bnngun11n, keomnnan, keselamntan, koscbatan, kcnyarnwmn dan 
lain-lain yung berhubungllll dengan r.mcang bnngun, tem1nsuk pnL-.urunu 
dnn fasilitas lingkongan. yang diamr dcngan _perntumn pcrundang-undungan 
sena disesualkan dengan kcbutubao dan perkcmbangan. 

23. Pcrsyaratan Administrasi ndnlah pcr:;yam!M rucugenai izin lokasi dun n1uu 
_peruotukkannyo, pcrizinan mendirikan bangunnn (SL~) si:nn i~jn luyuk 
huni yang dialur dengan peraturan pcrundang-undangan d:in 11is.:s1111lk1111 
dtngan kebutul1~n dan pcrkcmbangan. 

24. lzin Mcndirikan Bangunan selanjuwy11 disingkot lMB udnlah h.in untuk 
mcndirikan bangunan yang ditctapkan oleh Wnlikota mcliputi hungun1111 
geduog dan non gedung. 

25. lzin Penggunnan 13angunan sclanjutnya disinckut [PB adulah ii.in untuk 
menggunakan bangunan yang ditetapkan oleh Wolikota. 

26. Nilai Perbaudingnn Proporsjooal ndal!lh angka yang mcnunjukkun 
pcrbandingan antara Salllan Ruruah Susun tcrbadap hnk otru; buginn 
ben;ama, bendu borsama clo.n tamtl, bcrsuma, dlh.itung bcrdnsttri<llll luus atau 
nilai Slll:Wln Ruruah Susun yang bersangkutan tcrbatlup jumloJ, luos 
bangunan atau nilai rumah susun secaro kcselururuin p:ido wak1u 
pcrlyclcnggaraan pembangurum untuk pcrtama kali mempcrh.ilungkan binyn 
pernbongunannya secarn kcscluruhau untuk mencntukan hargajualnyo. 

27. Pengawasan odalah pengawnsan pada saal pemasangan baugunan. 

PERSY ARATAN PEMBANCUNAN UUJ\-1AH SUSUN 

{I) Scliap penyclenggam pembonguuan rumah susun, diwojihkon tcrlcbih 
dabulu memonubi pcrsyaratan: 
a. Memperoleh sunn ketcrnngao rcncana kotalsyarat zoning; 
b. Mcruiliki Amdal/UKIJUPL sesuai dcogan ketc-ntuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ; 
c. Memperoleh lzin Mcudirikan Bangwian (rMD). 

(2) J>cr:;yaratan pembangunan rumah susun ynng diloksanakan olch 
penyclenggara horus memenuhi pcrsyaratau administrdliJ clan pcr:;yoratan 
teknis y-.mg ditetapkan oleh Walikota sesuai dengao kctcutuan pcraturan 
perundang-undangan yang bctlaku. 

BAB ITT 

PERTELAA.i"I RUM AB SUSUN 

Pasnl 3 

{I) l'enyelenggarn pcmbanguuan rumah SUSWJ wajib membuat pcrtclaan clan 
sclaojutnya barus mempcrolch pcngcsnhan dori Walik.oto atau Pcjubut yang 
ditunjuk. 
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(2) Tata cara memperoleh pengesaban pertclaan sebagaimnna dimaksud pada 
ayat (I), Pemohon mengajukan permohonan dengon mclampirkan 
per.;ynramn scbagai beril,n : 

I. Mengajukau sur,11 pem1ohonan kcpada Walikota melalui pejaba1 yung 
dilunjuk. 

2. Photo copy Kanu Tonda l'cnduduk (KTP). 
3. Photo copy scni:fika1 bak aras tauah yang dilegaLisir. 
4. Photo copy lzin Penggunaan Dangunan (IPD) aum Scrtifikat 1MB yang 

d.ilegalisir. 
5. Gambar dan uraian 1eknis pcrt11laan bangunan rumo.h susun ynng 

bersa11gku1an. 

(3) Pcug,•sahao penclaan sebagaimana dimak.sud pada ayot (2), dite~pkan 
dengon Kcpull1S3n Walikow. 

BAD IV 

JUN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) 

l'ual 4 

( I) Setiop penyelen1rnara pembanguonn rumah susw, wajib me,niliki lzin 
Penggunaao Bangunan emu sertifilat 1MB dari \Valikol8 otau Pcjubnl ynug 
dilunjuk. setelah menyelesnikan pcmbangunnn rumah susun sesuni dungan 
ketentuan peraturan pcnmdang-undangnn yang berlnku. 

(2) Tom cara permohonan l:tin Peoggw1JU10 l:3angunon otau scrtilikut IMII 
sebagnimana dimaksud pada 11yat (1), bcrpcdoman dcngan kctcntuun 
Pcraturao Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 20CM tc111nn11 
PembiillllUl dan Rctril;msi Pcr:izioan Dangunan. 

BABY 

PEMISAIIAN SA TUAN ROMAll SOS UN 

l'asal S 

(I) Penyclcnggara rumah susun wnjih mcmisahkan TllJllall susun ntas smuan 
rumah susuo scsuni dc11gan ketentuao pemtumn pcrundang-undangan yang 
berleku dcncan membua1 ak1a pemisahao. 

(2) Akta pe1nisahan sebagaimana dimnksud pada ayat (J), hruu, mempcroleh 
pengesahan dari Walikota alau Pejabat ynng ditunjuk. 

(3) Tata cara pengesahan a\m1 pcmisahan scbagairoana dirnal:sud pada ayat (I), 
Pcmobon mengajukao permohoruu1 de11gnn melampirkan perSyar.ilao 
scbagni berikut : 

I. MCl}gajukan sunu pcm,ohonan kcpada WaLikota melalui pejabat yang 
ditunjuk. 

2. Photo copy Kami Tonda Penduduk (KI1'). 
3. Photo copy scrtillkat hak at.as Wlah yang dilegalisir. 
4. Photo copy l.zin Penggunaan Bangunan (IPB) atau Scnifikru fMB yang 

dilcgalisir. 

(4) Pc11gcsahan akta pemisahao sebagaimana dirnaksud pada U)'UI (2), 
ditetopkan dcngan Kcpu1usan Walikota 
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DAB VT 

PENGilUNTAN ])AN l'ENGELOLAAN RUM AB SUSUN 

P11S9I 6 

(I) Para pengbuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik unluk hunian 
maupun bukan hunian wujib mcrubcnluk perhi01punan penghunian dengan 
pembuatan akin sesuni dcngan ketcnman peratumn pcrundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Setiap pcngbuni wajih mcJ1jadi anggo1a perhimpunan peugbunian yang 
kcauggo1aannya diwakili oleh Kcpala Keluarga. 

(3) Ak1a pembentukan perhimpunan penghunian satunn rumah susun 
sebagai.mana dimaksud pada aynt (I), harus mcmperoleh pengcsahan dari 
Woliko1a atau Pejobat yang ditunjuk. · 

(4) Tata cara pcngesahan ak'la pembentuknn perhimpunan pcughunian satwlU 
rumoh susun sebagaimaon dimnksud pads ayat (3), Pemohon mengajukan 
pcrmohooau dcngan mclampirkan persyanuan sebagai berikur : 

I. Mengajukan S\IJ'lll pcanohonnn kepada Waliko1a mdalui pejobat yang 
di1unjuk. 

2 . Pho10 copy Kanu Tauda Pentluduk (KTI'); 
3. Akta PerhimpUllllll Penghunian Rumab Susw1 yang bersanglrutan. 
4. Asli Angganm Dasar )'llllg bersnngkutan. 
5. Asti A.nggarun Rumnh Taugga yang hersru1i;ku1an. 
6, Asli Akta Penunjukan yung bersnngkutan. 
7. Photo copy Beri1a Acara Rapat Umum l'erhimpunan Penghunian. 

(5) Pcngcsahau Akra Pcmbcntukan Pcrhimpunan Penghuninn ~baguimana 
dimaksud pada nyat (3). ditetnpkt111 dcngan Kepumsan \Valikota. 

Pasal 7 

(1) Perhimpunan po11ghuninn sebngnimai\a diroaksud. dalam l'usul 6. 
bcrkcwajiban mengurus kcpentingan bersam.o para pemilik dan pcni;hunj 
yang melipuli bagian bersomn, bcnda bcrsama dnn tannh bcrsalllll ; 

(2) Pcrhimpunau l)<lng)lunian dapru mcmbcntuk ilLllll me11unjuk Uudun 
Pengelola yilJlg bcrtugas untuk menyelengcarakan pengelolaun yuni; 
melipuli pengawasam terhndnp pcnggunaan bagian bersamo. bcntlu 
berso.mo, ianah bcrsama dan pemelihnrnnn sena pcrb,aikann)•a; 

(3) .Sadan Pcugolola yang dibentuk oleb pcrhimpWlllll pcn1:th11ni11n 
seboeaimana dimaksud pada ayot (?.), horus tlilenykupi <l.:nll•u• u11i1 
orgauisasi, porsonil dan peralalal\ yang mampu uotuk mcngclolu r1111111h 
susun; 

(4) Dadan Pengetola yang dirunjuk oleb J><.7bimpunnn penghuninn ~hugni111u11u 
dimaksud padn nyat (2), harus mcmpunyai status badan hnkum <lnn 
profesional. 

BABVII 

l'ENGGUNAAN 'ROMAJt SUSUN 

Passi 8 

(I) Pcnggwiaan rumah susun terdirl dari rumah susun hunian, rumah susun 
bukan hunian don rtmlJlh su.~un pcngsunaan campuran ; 



7 

(2) Penentunn penggunaan rumah susun sebagaimana dimaksud putla 
nyat (I), harus sudnh dl11ya1akan pnda SMI mengujukan Jz.in l'cnggun1111n 
Bangunnn (1PB) atau sertifika1 h\rt.B ; 

(3) Perubahan penggunnau rurnah susun haru.s dengon pc~1ujuun Wulik1•lu 
atau Pejobat yang ditunjuk. 

DAB VUJ 

PEN GAW ASAN DAN PE~ffilNAAN ROMAR SUS UN 

Pasal 9 

(I) Pengawnsau pelnksanaan pengamran dan pembina11n dalam 
pcnyelenggaroao dan pembangunan rumab susun mengc.nai persyar&1an 
teknis, pcrsyaratan ndminist:ralif, penghunian ciao pongelolB.lln rumah susun 
dHakukan oleh Pemetintnh Kot.I ; 

(2) Pengawusan rumnh susun dilak-ukan seenra preventif dnn rcpresif oleh 
Jnsta:nsi tcrkait yang dite1apkan uleh Wolikuta bcrdnsarkWI tugns pokok, 
fungsi dan LanggunRiawab masing-,uasing. 

{3) Pengawasan dan pembi.Jman rumah susun sebogai.mana dimaksud pada 
ayat (I) don aya1 (2), berpcdoman pad:i kcten1uan perru:uran perundang­
undangau yang berlnlru. 

B AB LX 

PENERTillAN 

Pas11l lO 

(l) Untuk tilldnkan penertiban dap:u bcrupa pencabutan izin, pembonglcamn, 
pengosongan penghunian dan pemberhentio.n kcgiatan. 

(2) Timiakan pe11eniba11 dilakukan npabila yang bersangkuUUl oy.ita-nyata 
mclanggar ketentuan peraturao perundnng-uodangan yang bcrlaku ciao 
merugikan kepcntingan wnum. 

(3) Tata earn penenibau sebagaimana dimnksud pada ayru (I), ditetapk.an oh:h 
Walikota. 

DABVIlJ 

KE-'fENTOAN PERALIBAl'II 

Pa.~al 11 

Rumah susun yang dibangun sebelum bcrlakW1ya l'era1uran ini, pcmillk auiu 
penghuni hnrus mcngadakan pcnye.suaian dengBD ketentuau Pcra1urw1 ini. 

BADJX 

PE:-ruTUP 

Pa.sat 12 

Dcngan berlalmnya Peraturan ini, maka segala keLCntuan ynng bl:11cnli1nii1111 
dengwi .l:'craturan ini, dinyatakan i-idak bcdaku. 
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Pasal13 

(I) Dinas Tota Kota adalab lnstansi teknis pcmberian _pcrizinan mendiriknn 
bangWlJID clan bcckoorilinasi dcngan fustansi tcrkaiL 

(2) Dina,; Pekerjoan Umum Cipta Karya clan Pcnunahan adnlah lnslansi tcknis 
pelaksane p.;ngawa.snn dan pcmbinaan scna berkoordinasi dcngan lnstansi 
tcrkait. 

(3) Hal-bal yang bersifot tekni:; yang belurn cukup diotur dalam Perntumn ini, 
scpaitjang meugenai pelol\saoaannya akan ditetapknn h:bih lunjut olch 
Walikota. 

Peraruran ini muloi berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinye, memerintoh.kan pengundongan Pcmluni11 ini 
dimgan pcncmpatannyo dalam De:rim Daerah Kota Palembang. 


